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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas di Indonesia 

pada tahun 2007 secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan dan 

ketertiban masyarakat sebagai akibat kondisi perekonomian negara yang belum 

sepenuhnya pulih. Daya beli masyarakat yang semangkin menurun sebagai dampak 

kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan disertai tingkat pengganguran yang 

tinggi, merupakan salah satu faktor penyebab masih tingginya tingkat kiminalitas.

Perubahan sistem politik berupa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara

langsung telah minimbulkan gejolak dibeberapa daerah akibat kekurang siapan partai

politik, partisipan atau peserta PILKADA untuk kalah, hal ini menjadi tugas POLRI 

dalam menghadapi berbagai permasalahan timbul dimasyarakat. Disisi lain rendanya 

kemampuan aparat kepolisian sebagai akibat keterbatasan sarana dan prasarana serta 

belum berubahnya secara signifikan mentalitas dan profesionalitas aparat kepolisian, 

menyebabkan upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelsaian perkara belum 

dapat memberikan hasil yang optimal berbagai pemberitaan dimedia masa sepanjang 

tahun 2007 berkaitan dengan lembaga pelindung, pengayom, dan pelayan 

masyarakat. Namun slogan itu masih belum dapat diterapkan oleh sebagian anggota 

POLRI.

1
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Dimasyarakat POLRI sangat penting karena bagian dari masyarakat Indonesia 

dan masyarakat berharap POLRI dapat memberikan pelayanan yang efektif bukan 

ketakutan yang dihadapi oleh masyarakat saat berurusan dengan polisi. POLRI 

diharapakan masyarakat sebagai tempat berlindung terhadap berbagai masalah yang 

dihadapi masyarakat Indonesia.

Undang-undang melarang penduduk sipil memiliki, menyimpan, atau 
menyembunyikan senjata api dan bahan peledak. Larangan ini jelas berefek 
sanksi hukuman yang berat bagi orang yang melanggarnya. Yang berwenang 
dan secara resmi memegang senjata api hanya dua aparat negara (State 
apparatus), yaitu polisi dan militer (tentara). Polisi berwenang dan bertugas 
memberantas kejahatan, melindungi keamanan dan keselamatan penduduk, 
serta menyeret pelaku kejahatan kemuka hukum. Sementara tentara bertugas 
menjaga kedaulatan negara dari serangan luar. Tugas polisi yang penting 
adalah menghadapi pelaku kejahatan atau tindak pidana, melalui dari tindakan 
mencuri, korupsi, hingga ilegal logging. Polisi dapat menggunakan senjata api 
jika berada dalam keadaan sangat perlu, proporsional, dan hanya untuk 
penegakan hukum. Penggunaan senjata api juga hanya untuk mempertahankan 
diri atau menyelamatkan orang lain dari ancaman kematian.1

rasa

Tampaknya, seperti ditulis dibanyak media masa, tindakan polisi tak sesuai 

dengan prinsip penggunaan kekuatan dan senjata api. Polisi terlalu ”ringan tangan” 

menggunakan senjata untuk menembak pelaku kejahatan dengan dalih ”melarikan 

diri” atau "melawan” petugas. Tindakan polisi justru sering mengakibatkan terjadinya 

pembunuhan diluar prosedur hukum (extra judical killing) ketimbang melindungi 

hak-hak tersangka. Banyak kasus terungkap perilaku polisi tidak sesuai dengan upaya 

memenuhi standar hak-hak manusia dalam penegakkan hukum. Kebiasaan ini 

merupakan warisan masa lalu. "Banyak polisi cenderung melanggar ketentuan, bukan

1 Ketua Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asai Manusia (PBHI) www. 
gopgle.co.id, Aparat Kepolisan dan Penggunaan Senjata Api, 2006, diakses Jum’at 11 februari 2008.
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saja yang terkandung dalm KUHP, tetapi juga melanggar UU Nomor 5/1988 tentang 

Revikasi Konvensi Mentang Penyiksaan dan Hukuman atau Perlakuaan Keji, Tak 

Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Itu tentu merupakan tantangan

serius bagi pemerintah dan pimpinan Pori untuk mengubahnya menjadi lebih 

profesional dan bertindak proposional dalam menggunakan kekerasaan dan senjata 

api sesuai prinsipnya”.2

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah sebagai salah satuh fungsi 

pemerintah negara dibidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Permasalahannya adalah, apakah anggota Polri yang seharusnya melakukan 

tindakan pemolisian (policing) berupa pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat 

seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 telah dilakukan. 

Sejak pemisahan Polri dari ABRI tehitung sejak tanggal 1 april 1999 hingga hari ini, 

visi Polri yang berupaya mewujudkan.”Polri yang mampu menjadi pelindung, 

pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, 

serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu 

menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, pemeliharaan keamanan

2 Ibid
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dan ketertiban serta mewujudkan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang 

demokratis dan masyarakat yang sejahtera, agaknya masih jauh panggang dari api”.3

Dari hal tersubut rakyat sangat beraharap polisi menjadi sosok yang humanis 

pada saat polisi mendeklarasikan lepas dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

(ABRI) pada tahun 2000 lepasnya polisi dari ABRI membawa konsekuensi bahwa 

polisi bukan institusi militer, melainkan telah menjadi institusi sipil. Dengan 

demikian maka institusi kepolisian dan individu polisi juga harus tinggalkan sifat- 

sifat militeristik yang selama ini dilakukan.

Perubahan parahdigma ini tidak saja membuat penampilan Polri lebih lembut 

lunak dan bersahabat dengan masyarakat, tetapi juga menegaskan Polri sebagai alat 

negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta 

menegakkan supremasi hukum yang berbasis pada perlindungan hak sipil warga 

negara.4

Peristiwa salah tembak yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga 

sering terjadi. ”citra polisi pun kembali dipertaruhkan, utamanya terkait slogan 

sebagai aparat pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Bututnya muncul

penilaian buruk tentang layak tidaknya seseorang aparat memegang senjata”.5

3 Qomarudin Sukri, F:\FORUM KAJIAN KRIMINOLOGI DAN SOSIAL_Memahami 
Kekerasan oleh Polisi, Memahami Kekerasan oleh Polisi, Diakses Minggu 9 Maret 2008.

4 Sultani, www.google.co.id, Profesional Polri di Tengah Memperbaiki Pamor Diakses 
11 Februari 2008

5 Marwan Mas, www.google.co.id. Pengamat Hukum dan Kepolisian, 15 Seotember 2007 
diakses Jum’at 11 februari 2008. V 9

http://www.google.co.id
http://www.google.co.id
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Menurut penjelasan Kapolri Jenderal Sutanto di sela-sela rapat keija dengan 
Komisi III, di Gedung DPR, Jakarta (28/5):
“Kepolisian Republik Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2007 ada 13 

kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum anggota Polri 
diantaranya dilakukan oleh 12 orang Bintara, dan satu orang perwira pertama. 
13 kasus penyalagunaan itu, diakibatkan antara lain, karena kurang hati-hati 
atau kelalaian yang berakibat kecelakaan, salah tembak dalam tugas, 
kehilangan senjata, bunuh diri, dan sengaja menembak orang lain”.

Beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap tindakan penyalahgunaan senjata

api oleh aparat kepolisian :

J PALU—Berdasarkan catatan SH, di Sulawesi Tengah (Sulteng) sejumlah 
kasus penyalahgunaan senjata api (senpi) oleh anggota Polri pernah beberapa 
kali terjadi. Kasus itu antara lain penembakan yang dilakukan seorang 
anggota Polsek Buol terhadap seorang warga sipil tahun 2006, dan 
penembakan yang menewaskan Akbal Setyawan (27), warga Palu Barat pada 
Januari 2007 oleh Bripda Arndri.
Namun dalam catatan SH, sejauh ini baru Polresta Palu dan Polres Buol yang 
memeriksa dan menarik senpi bermasalah yang dimiliki anggotanya. 
Sementara itu, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Polres Tolitoli atas 108 
pucuk senpi yang dimiliki anggota kepolisian setempat, sebanyak 32 senpi 
dianggap bermasalah sehingga ditarik karena surat izinnya telah kedaluwarsa. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, 32 anggota Polri setempat telah menjalani 
pemeriksaan.
Di sisi lain, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan 
(Kontras) Sulawesi mendesak semua Polres di Wilayah Kepolisian Daerah 
Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) melakukan pemeriksaan sekaligus 
mengaudit senpi untuk menghindari kecelakaan dan penyalahgunaan. 
“Pemeriksaan ini harus dilakukan serentak dan merata pada semua tingkatan 
Polres di Sulteng,” tegas Koordinator Kontras Sulawesi, Edmond Leonardo, 
Jumat (23/3).6

Marauke, Tribun ~ Kasus polisi menembak polisi kembali terjadi. Ajun 
Komisaris Polisi (AKP) Ronny Pasaribu menembak mati Brigadir Polisi Satu 
(Briptu) Nurhidayat di Hotel Asmat, Merauke, Papua, Selasa (22/5).

di Sulteng Penyalahgunaan Senjata Api
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Hidayat tewas dengan empat tembakan di tubuhnya. Sedangkan Ronny 
mengakhiri hidupnya dengan melakukan aksi bunuh diri. Mantan Kepala 
Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Merauke ini menembak kepalanya.7

Metrotvnews.com, Surabaya: Seorang pengamen yang menjadi korban 
penembakan anggota polisi di Madiun, Jawa Timur, mulai menjalani operasi 
Jumat (18/1). Operasi untuk mengangkat proyektil peluru yang bersarang di 
lengan kanan berlangsung di Rumah Sakit Dokter Sutomo, Surabaya, Jatim.

Korban bernama Joko. Ia terkena tembakan seorang anggota polisi saat 
sedang mengamen di atas sebuah bus di Madiun. Dari hasil pemeriksaan, 
pelaku penembakan diketahui bemisial JS. Ia adalah anggota Kepolisian 
Sektor Kebayoran Baru.8

SUARA MANADO, Langkah tegas penertiban penggunaan Senjata api 
(senpi) yang gencar dilakukan tubuh Kepolisian RI (Polri), nampaknya belum 
maksimal. Buktinya, penyalah-gunaan senpi oleh polisi hingga kini masih 
saja terjadi.
Aksi main tembak oknum polisi kembali terjadi di Tabukan Tengah, 
Kabupaten Sangihe, yang diduga kuat dilakukan oknum Kanit Reskrim 
Polsek Tabukan Tengah (Tabteng) berinisial Briptu AS alias Sirvan. 
Informasi yang berhasil dirangkum media ini, Sirvan melepaskan tembakan 
arah seorang warga sipil bernama Hotlief Makangiras, sekitar pukul 18.30 
Wita, Senin (28/05) lalu.
Akibatnya, timah panas oknum polisi ini bersarang di leher dan di bagian 
paha warga Kampung Talengen, Kecamatan Tabukan Tengah itu. Peristiwa 
naas tersebut membuat korban harus memperoleh perawatan intensif di RSU 
Liun Kendage, Tahuna.9

Metrotvnews.com, Manado: Kasus polisi tembak istri kembali terjadi. Kali ini 
terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Brigadir Polisi Dua, Benny 
Citarsole, anggota Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulut menembak 
istrinya, Moralisna Kaose, 25 tahun hingga tewas di rumah mereka Kompleks 
Asrama Polisi Paniki, Kota Manado. Korban ditembak di kamar tidur.
Menurut sejumlah tetangga, sebelum terdengar suara tembakan, korban dan 
suaminya terlibat pertengkaran di dalam rumah. Seorang adik korban 
mengungkapkan pertengkaran teijadi karena korban menolak ajakan

7 http;//wwwttribun-timur.com/viewrss.php?id=44825. TRI BU N TIMUR MAKASSAR RSS 
,Rabu, 23-05-2007 , Lagi, Polisi Tembak Polisi, diakses kamis 21 februari 2008.

www.google.co.id.Metrotvnews.com, Senin 11 februari 2008 jam 11.20.45
9 http://www.suaramanado.com/view berita. php?id=249 , Suara Manado - 30/05/2007 

Senin 11 Februari 2008.

8
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suaminya merayakan Natal di kampung halaman korban di Desa Amurang, 
Poso, Sulawesi Tengah, dengan alasan keuangan.
Tersangka langsung diamankan polisi. Hubungan Masyarakat Polda Sulut, 
Ajun Komisaris Besar Polisi, Benny Belia mengatakan senjata yang 
digunakan tersangka menembak istrinya adalah senjata yang diperoleh saat 
bertugas sebagai sopir Direktur Samapta Polda Sulut. Menyusul kasus ini, 
Benny menambahkan senjata api di lingkungan Polda Sulut akan kembali 
ditertibkan pengunaannya.
Senin sore, jenazah Moralisna diberangkatkan dari rumah duka di 
Kompleks Asrma Polisi Paniki Kota Manado ke kampung halamannya.
Korban meninggalkan seorang putra J ^

Semenjak Januari hingga Mei 2007 saja telah berapa kali polisi melakukan 

kesalahan fatal mengumbar peluruhnya hingga meyebabkan kematian baik kepada 

rekan polisinya atau non polisi. Kejadian itu diantaranya terjadi di Semarang 13 

Maret 2007, Briptu Hance menembak atasannya Wakapolwil Semarang AKBP Lilik

Purwanto hingga tewas. Selain menembak rekannya sesama polisi, ada juga kejadian 

akibat kelalaian penggunaan senjata oleh polisi seperti yang terjadi di ”Surabaya 2 

Mei 2007 Briptu Deny Bagus Harioyono menembak istrinya, yang lebih heboh lagi 

dibekasi, 28 Agustus 2007 Anggota Polres Bekasi Timur Aipda sahanudin debatara 

Siamora menembak mati istrinya, Kapten CAJ Adiana Siringo-Ringo, setelah 

menembak, Sahudin lalu mencoba bunuh diri tapi gagal”.11

^ WWW i>oofile.co.id Metrotvnews.com, Hukum & Kriminal / Headline News Senin 
24 Desember 2007 18:17 WIB), Seninl 1 Februari 2008.

11 http;//www.jakartahariini.com/2007 05 01 archive.html. RAPOR MERAH POLIS! dikases 
kamis 14 Februaari 2008 jam 12.03.25 WIB

http://www.jak
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Dari berbagai kejadian diatas hal ini tentu akan semangkin menurunkan 

martabat Polri di mata masyarakat.Tri Brata Polri yang menyebutkan POLRI sebagai 

pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat patut untuk dipertanyakan sebagai 

warga masyarakat yang berharap besar pada institusi ini. Melihat berbagai kenyataan 

tersebut, kendatinyalah seluruh elemen Polri sadar dan berkaca untuk mengembalikan 

kepercayaan masyarakat. Hal yang paling penting adalah mereformasi POLRI dalam 

meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkwalitas dan ditunjang oleh 

kebutuhan ekonomi yang memadai kepada anggota POLRI, terutama dalam hal 

prosedur penggunaan senjata bagi anggota POLRI.

Selama ini kesan bahwa polisi kental dengan kekerasaan tidak dapat 

dipungkiri. Kesan ini selalu melekat dalam anggapan masyarakat. Dalam kenyataan 

kesan ini dapat dilihat dari penampilan polisi itu sendiri yang selalu membawa senjata 

sebagai perlengkapannya. Bagaimapun penampilan dengan membawa senjata sebagai 

inti konotasinya pasti ada kekerasaan di belakangnya walaupun penggunaan 

senjatanya untuk melukai, melumpuhkan maupun membunuh mati seseorang pelaku 

tindak pidana. Alasannya situasi dan kondisi mengharuskan melakukan hal demikian. 

Misalnya jika dalam penangkapan pelaku tindak pidana, pelakunya melawan dan 

membahayakan jiwa si petugas maka jika tidak mungkin lagi tindakan lain dilakukan 

maka boleh menggunakan senjatanya membunuh mati yang bersangkutan. Aturan 

untuk itu ada tetapi penggunaan sangat ketat sekali. Jadi tidak sembarangan saja 

menggunakan senjatanya.
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Alasan pemaaf lain dapat kita lihat dalam pasal 50 dan 51 KUHP yaitu ketika 
petugas yang bersangkutan melaksanakan perintah undang-undang dan 
menjalankan perintah atasan yang berwenang untuk itu. Dengan alasan 
pemaaf seperti itu maksudnya untuk melakukan suatu tindakan, undang- 
undang memberi pembenarannya. Artinya orang yang melakukannya tidak 
dikenai hukuman. Namun demikian walapun ada alasan pemaaf dan alasan 
pembenaran lain sebagainya tetap saja ada korban dari tindakan kepolisian 
ini.12

Kepemilikan senjata ini telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 12

Tahun 1951 dan didukung UU Nomor 20 Tahun 1951 PRP tentang kewenangan

perizinan senjata. Konstitusi ini yang selalu digunakan oleh para pejabat Polri untuk

menepis tudingan menjadi ”ladang koboi”. Mengingat setiap setiap satu butir peluru

yang ditembakkan dari senjata api harus dipertanggungjawabkan karena resiko satu

butir itu sangat besar dan harus ditanggung secara prbadi. Termasuk oleh anggota

Alasannya, ijin kepemilikan senjata itu atas nama pribadi. ”

Pertanggungjawaban hukum itu keharusan. Artinya, setiap butir peluru yang menjadi

barang bukti suatu permasalahan yang harus dihadapi proses hukum. Di sini, pemilik

senjata yang digunakan untuk melontarkan timah panas itu dapat langsung dijerat

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”.13

Dalam prakteknya, remanagemenisasi ini harus dilakukan 
komprehensif menyeluruh semua aspek yang berkaitan dalam prosedur 
pemberian senjata dan keseluruhan Polri sebagai sebuah institusi. Berbicara 
remanagemenisasi senjata Polri, maka harus menyentuh aspek penguatan 
prosedur senjata. Prosedur untuk mendapatkan senjata bagi Pori sebenarnya 
sudah cukup jelas, harus menjalani tes psikiatri, rekomendasi dari pimpinan, 
dan lebih diutamakan untuk divisi reserse dan lalu lintas. 
pelaksanannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak anggote

13 Tempointeraktif.com - Pemilik Senjata Api Harus Miliki Izin . I
Api.html, Pemilik Senjata Api Harus Miliki Izin Kepemilikan Senjata Api, diakses tV\*^zrtm$3z ' O /

Polri.

secara
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tanpa harus menjalani tes psikiatri ternyata sudah dapat menggunakan senjata. 
Hal ini dipengaruhi dengan lemahnya pengawasan terhadap anggota Polri 
yang memegang senjata. Akibatnya, banyak terjadi penyalagunaan senjata api 
dikalangan polri. Sudah sangat jelas remanagemenisasi harus segera dilakukan 
mencegah kejadian penyalagunaan senjata ini. Selain itu, pembenahan ini juga 
untuk mengembalikan martabat Polri di masyarakat.14

Memperhatikan uraian di atas, maka untuk memperjelas semua itu penulis 

memberi judul skripsi yaitu: ’TERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

ANGGOTA POLRI MELAKUKAN TINDAKAN PENYALAHGUNAAN

SENJATA API (SENPI) YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DAN

MATINYA ORANG”

B. Permasalahan

Memperhatikan latar belakang yang telah dikemukan, maka permasalahanya

adalah:

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab anggota POLRI melakukan 

tindakan yang melanggar prosedur penggunaan senjata api dalam praktek 

dilapangan?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota POLRI melakukan 

penyalagunaan senjata api yang mengakibatkan luka berat dan matinya 

orang?

14 WWW . Seputar-indonedisis.com/edisicetak/opini/suara-mahsiswa-remanaeemenisasi-
2ta*P°lri’2'htni’ sabtu 24/03/2007, remanagemenisasi senjata polri, dikases senin 14 Februari 
2008.
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C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau 

penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui faktor-faktor penyebab anggota POLRI melakukan 

tindakan yang melanggar prosedur penggunaan senjata api dalam praktek 

dilapangan.

2. Guna mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota POLRI 

melakukan penyalahgunaan senjata api (SENPI) menyebabkan luka berat

dan matinya orang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya penelitian

terdahulu dan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi perkembangan ilmu

pengetahuan.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pedoman 

bagi praktisi hukum, Mahasiswa, Istitusi Kepolisian maupun pihak yang 

berkepentingan.
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E. Metode Penelitian

Merupakan suatu ketentuan dalam penulisan karya ilmiah/sknpsi berdasarkan 

pada data yang diperoleh secara objektif yang berarti pula harus dapat 

dipertanggungjawabakan dan relevan dengan permasalahan. Didalam disiplin karya 

ilmiah dan untuk menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang akan dibahas 

dalam skripsi ini dipergunakan metode penelitian.

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah tipe penelitian empiris 

didukung oleh penelitian normatif karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer

atau lapangan. Data primer atau data lapangan maksudnya adalah data yang langsung

didapat dari sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan dengan didukung

oleh data pustaka.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah wilayah hukum Kepolisian daerah 

(POLDA) Sumatera Selatan, Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Palembang, 

Kejaksaan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang karena 

palembang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Selatan dimana pusat 

kehidupannya mempunyai interaksi ekonomi dan sosial yang cukup tinggi. Sebagai 

ibukota Propinsi yang merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi, dan sosial.



I

13

3. Tckni penentuan sempel

Cara menentukan sampel menggunakan Non Probability Sampling, dalam 

peneliti sangat besar dalam menentukan sampel semata-mata 

berdasarkan pertimbangan jenis data yang dicari kelengkapan data yang diperlukan 

yang didasarkan cara Purposive sampling adalah sampel ditetapkan secara segaja 

oleh peneliti dengan kretaria dan pertimbangan tertentu.

cara mi peran

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer
Dalam penelitian hukum empris dapat digunakan teknik atau metode 

pengumpulan data dengan menggunakan metode :

1. Kuestioner
Kuestioner disebut juga dengan “metode angket” adalah kumpulan pertanyaan

yang akan disebarkan atau diserahkan kepada para sampel atau responden untuk diisi.

Setelah diisi dikembalikan keapada peneliti. Bentuk umum kustioner terdiri dari

pendahuluan berisi petunjuk pengisian, bagian indentitas sampel atau responden

seperti nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, kumpulan pertanyaan yang dibuat

secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan baik berupa pendapat, sikap dan 

penelitian informasi mengenai pertanggungjawaban pidana anggota POLRI 

melakukan tindakan penyalahgunaan senjata api yang menyebakan luka berat dan 

matinya orang. Dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis kepada 

Kepada Kasubsi Penuntutan dikejaksaan Negeri Palembang, kepada Hakim 

dipengadilan Negeri Kelas IA Palembang.
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2. Wawancara

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam wawancara ada 2 

pihak, yaitu interviewer (pewawancara) dan interviewee ( yang diwawancarai) atau 

pemberi informasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 

interviewer. Wawancara dilakukan kepada Kasubid Provos POLDA Sumatera

wawancara

Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian

kepustakan (library research). Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum,

seperti:

1) Bahan hukum primer, bahan mengikat yaitu:

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

c. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

d. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 12 tahun 2007 tentang Kepolisian.

2) Bahan hukum sekunder yaitu, berupa dasar-dasar hukum, doktrin.

3) Bahan hukum tersier: Mencakup bahan-bahan yang memberi penjelasan 

maupun petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya 

buku/litaratur, media elektronik, jurnal, makalah, kamus hukum.
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5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah seperti 

apa yang disebutkan diatas. Bentuk analis secara kuantitatif dan kualitatif karena data 

diperoleh kebanyakan menggunakan kuestioner dan wawancara. Maka 

pengolahan datanya meliputi:

yang

1. Kuestioner

a. Editing

Kegiatan ini meliputi membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti

kelengkapan jawaban, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lain serta

kegiatan lain dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.

b. Koding

Kegiatan ini data yang telah diedit diberi kode atau tanda-tanda tertentu.

c. Tabulasi

Kegiatan ini berupa penyusunan data yang telah dikumpul.

2. Wawancara

a. Dengan meneliti catatan lapangan dan seluruh data, baik yang berasal dari 

pengamatan, wawancara, komentara peneliti sendiri.

b. Memberi kode pada beberapa judul bacaan tertentu dengan mempelajari dan 

mentelaah lagi.

c. Membaca kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.
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